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PENDAHULUAN 

Banda Aceh adalah ibukota dari Provinsi Aceh yang termasuk daerah pesisir yang memiliki 

panjang garis pantai 1.660 km dengan luas wilayah perairan laut 295.370 Km2, yang terdiri dari 

Perairan Kepulauan dan Teritorial seluas 56.563 Km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE) 

seluas 238.807 km2 (Yanti et al., 2019). Salmarika et al. (2019) menyebutkan Aceh merupakan 

salah satu provinsi di pulau sumatera yang memiliki pelabuhan perikanan tipe A yaitu Pelabuhan 

Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja. PPS ini termasuk kedalam pelabuhan perikanan sentra 

terbesar dengan hasil perikanan tangkap yang sangat beragam. 

Pada Undang-Undang Pelayaran Nomor 66 Tahun 2024, menyebutkan syahbandar adalah 

pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk 
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menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-

undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Salah satu bentuk sistem tata 

kelola syahbandar yaitu menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Mardalena et al., 2022). 

Surat persetujuan berlayar  adalah dokumen penting milik negara yang diterbitkan pihak 

syahbandar kepada masing-masing kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan, 

setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan secara administrasi, kelaikan teknis, dan nautis 

(Djewed, 2020).  

Dokumen SPB ini diterbitkan di Syahbandar PPS Kutaraja melalui pelayanan publik. 

Pelayanan publik bertujuan untuk mendapatkan penilaian yang baik serta memperoleh kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang didapatkan (Mufassaroh et al., 2023). Pelayanan publik 

merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa atau pelayanan administratif  yang disediakan oleh pihak penyelenggara (Amba et al., 

2023). 

Kualitas pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di PPS Kutaraja 

memperoleh nilai 88,70 yang masuk kategori kinerja pelayanan “Sangat Baik”. Hal ini disebabkan 

karena hampir seluruh unsur pelayanan di syahbandar memperoleh nilai tertinggi, dan unsur 

pelayanan dengan nilai terendah masih tergolong wajar.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan nelayan/agen kapal dalam 

pelayanan penerbitan SPB di PPS Kutaraja dan apa saja unsur pelayanan yang menjadi faktor 

pendukung dan faktor penghambat didalamnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi kepada pihak syahbandar dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kegiatan 

yang ada di pelabuhan perikanan, khususnya dalam penerbitan SPB.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April 2025 di Unit Pos Pelayanan Kesyahbandaran 

PPS Kutaraja, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif  

dengan menggunakan pengukuran skala likert, kemudian dianalisis secara deskriptif.  

Bahan dan Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ATK dan handphone. Sedangkan bahan 

yang digunakan adalah kuisioner untuk mengumpulkan data dari responden. 

Sumber Data 

Data primer dalam penelitian ini berupa data kualitas pelayanan penerbitan Surat 

Persetujuan Berlayar, yang diperoleh dari nelayan/agen kapal menggunakan kuisioner dan 

wawancara secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari syahbandar PPS 

Kutaraja yaitu terkait jumlah penerbitan SPB. 

Penentuan responden penelitian dilakukan dengan metode sensus. Responden yang 

diambil yaitu agen pengurus SPB yang berjumlah 15 orang (13 orang diantaranya agen kapal yang 

merupakan perantara nelayan untuk mengurus SPB) dan 3 responden lainnya merupakan nelayan  

perikanan. 

Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan nelayan/agen kapal 

dalam pelayanan penerbitan SPB di syahbandar PPS Kutaraja, sesuai dengan (PERMEN-PAN, 

2017) dengan unsur survei kepuasan yaitu: 1) persyaratan; 2) sistem mekanisme dan prosedur; 3) 
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waktu penyelesaian; 4) biaya/tarif; 5) produk spesifikasi jnis pelayanan; 6) kompetensi pelaksana; 

7) perilaku pelaksana; 8) sarana dan prasarana; dan 9) penaganan pengaduan, saran dan masukan. 

Nilai indeks kepuasan masyarakat dihitung meggunakan “nilai rata-rata tertimbang” 

masing-masing unsur penilaian. Setelah dikaji, terdapat sembilan unsur penilaian yang dimana 

setiap unsur pelayanan mempunyai nilai penimbang yang sama, dengan rumus: 

Bobot rata-rata nilai tertimbang = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟
 = 

1

 9
 = 0,11 

Nilai SKM unit pelayanan dapat diperoleh menggunakan pendekatan nilai rata-rata 

tertimbang dengan rumus : 

SKM = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑠𝑢𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖
 x Nilai tertimbang 

Interpretasi terhadap penilaian SKM dapat disederhanakan yaitu antara 25-100, maka hasil 

penelitian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai sebesar 25 dengan rumus: 

SKM Unit Pelayanan x 25 

Diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks dapat dilihat pada Table 1. 

Table 1. Perception value, interval value, conversion value, service quality, and service unit 
performance 

Source: Permen-Pan No 14 tahun 2017 

Table 2. Management of  public satisfaction survey elements 

No Assessment criteria 
Service 

component 
value 

Weight of  scores 
per element (N) 

Weighted 
NRR per 
component 

1 Requirements A 0.11 (A x 0.11) 
2 System, mechanism, and procedure B 0.11 (B x 0.11) 
3 Completion time C 0.11 (C x 0.11) 

4 Costs/tariffs D 0.11 (D x 0.11) 

5 Product specifcations service type E 0.11 (E x 0.11) 

6 Executor competency F 0.11 (F x 0.11) 

7 Executor behavior G 0.11 (G x 0.11) 

8 Facilities and infrastructure H 0.11 (H x 0.11) 

9 Handling complaints, suggestion, and inputs I 0.11 (I x 0.11) 

Amount   
SKM value  
Quality of  service  
Source: Permen-Pan No 14 tahun 2017 

 

 

Perception 
value 

Interval value 
Conversion 
interval value 

Service 
quality 

Service unit performance 

1 1.00 – 2.5996 25.00 – 64,99 D Not good 

2 2.60 – 3.064 65.00 – 76,60 C Less good 

3 3.0644 – 3.532 76.61 – 88,30 B Good 

4 3.5324 – 4.00 88.31 – 100,00 A Very good 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Jumlah Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 

Penerbitan surat persetujuan berlayar (port clearance) merupakan bagian dari pengawasan 

syahbandar pada setiap kapal yang akan berlayar (Adnyana et al., 2024). Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Kantor Syahbandar PPS Kutaraja, jumlah penerbitan surat persetujuan berlayar 

dapat dilihat pada Figure 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Port Authority of  Kutaraja 

Figure 1. Number of  SPB Issuances in 2020-2024 at PPS Kutaraja 

Grafik diatas menunjukkan bahwa SPB yang paling banyak diterbitkan adalah pada tahun 

2022 yaitu sebanyak 4449 lembar dokumen, sedangkan pada tahun 2020 merupakan tahun 

penerbitan SPB yang paling sedikit. Hal ini disebabkan oleh kasus pandemi Covid-19 yang mulai 

beredar pada awal tahun 2020 lalu. Akibatnya banyak kapal yang tertunda berlayar karena 

nakhoda dan ABK diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan tes rapid, apabila salah satu 

diantaranya positif  Covid-19 maka kapal yang akan berlayar dihari itu ditunda keberangkatannya 

sampai waktu yang ditentukan (Faisal et al., 2022). Faktor ini lah yang menyebabkan di tahun 

2020 syahbandar menerbitkan SPB paling sedikit yaitu 2701 lembar dokumen.   

Tingkat Kepuasan Nelayan di Syahbandar PPS Kutaraja 

Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan 

harapan (Sulaiman et al. 2022). Jika kinerja tidak sesuai harapan maka pelanggan merasa tidak 

puas, akan tetapi jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan akan merasa puas (Damayanti et 

al. 2019). Berdasarkan penilaian dari 15 orang responden menggunakan 9 (sembilan) pertanyaan 

yang merupakan unsur pelayanan sesuai dengan Permen-PAN Nomor  14 Tahun 2017 tentang 

pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik, hasil 

tingkat kepuasan nelayan dalam pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Table 4. Results of  fishermen’s satisfaction level in the issuance of  SPB at the Port Authority of  

Kutaraja. 

No Assessment criteria 
Service 

component 
value 

Weight of  
scores per 

element (N) 

Weighted 
NRR per 

component 

1 Requirements 3.60 0.11 0.40 
2 System, mechanism, and procedure 3.73 0.11 0.41 



Jurnal Perikanan Terpadu 6(2), 148-155 

152 | P a g e  
 

No Assessment criteria 
Service 

component 
value 

Weight of  
scores per 

element (N) 

Weighted 
NRR per 

component 

3 Completion time 3.80 0.11 0.42 

4 Costs/tariffs 4.00 0.11 0.44 

5 Product specifcations service type 3.20 0.11 0.36 

6 Executor competency 3.87 0.11 0.43 

7 Executor behavior 3.13 0.11 0.35 

8 Facilities and infrastructure 3.53 0.11 0.39 

9 Handling complaints, suggestion, and inputs 3.07 0.11 0.34 

Weighted averange (Interval value) 3.55 

Public satisfaction survey value (Conversion interval value) 88.70 

Quality of  service A 

Service unit performance Very good 

Source: processed data 2025 

Table diatas menunjukkan hasil kepuasan nelayan dalam pelayanan penerbitan surat 

persetujuan berlayar di PPS Kutaraja, dimana pelayanan tersebut memperoleh nilai kepuasan 

sebesar 88,70 dengan skala interval 3,5324-4,00 dan berada pada interval konversi 88,31-100,00. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kinerja unit pelayanan masuk ke dalam kategori "Sangat 

Baik" dengan mutu pelayanan A. Adapun unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan lagi kinerjanya 

yaitu unsur: 1) produk spesifikasi jenis pelayanan, 2) perilaku pelaksana, 3) penanganan 

pengaduan, saran dan masukan. 

Nilai SKM Perunsur Pelayanan 

Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif  kegiatan tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masayarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik (Permen-PAN, 2017). Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan, nilai SKM per unsur pelayanan di syahbandar PPS Kutaraja dapat 

dilihat pada Figure 2. 

Source: Processed data 

Figure 2. Fishermen’s Satisfaction Level per Service Element 
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Grafik diatas menunjukkan bahwa unsur-unsur pelayanan di syahbandar PPS Kutaraja 

masuk kedalam dua jenis kategori yaitu Sangat Baik, dan Baik. Berikut beberapa unsur pelayanan 

di syahbandar PPS Kutaraja dengan kategori Sangat Baik yaitu: 

Biaya/Tarif 

Biaya/tarif  memperoleh nilai 100. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di syahbandar 

PPS Kutaraja bahwa penerbitan SPB tidak dipungut biaya. 

Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana memperoleh nilai 96,67. Untuk mencapai keberhasilan, maka 

diperlukan dasar yang kuat berupa kompetensi. Kompetensi sangat berguna untuk membantu 

organisasi dalam meningkatkan kinerjanya (Sumendap et al., 2015). 

Waktu Penyelesaian 

Waktu Penyelesaian memperoleh nilai 95,00. Salah satu bentuk pelayanan publik yang baik 

adalah menciptakan pelayanan yang cepat dan tepat, maka dari itu petugas diharapkan mampu 

bekerja secara terampil (Mariska dan Utomo, 2024).  

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  

Unsur ini memperoleh nilai 93,33. Pelayanan terhadap masyarakat dapat efisien apabila 

mereka mendapatkan pelayanan dengan prosedur yang cepat, tepat dan memuaskan (Luas et al., 

2017).  

Persyaratan 

Persyaratan memperoleh nilai 90,00. Hal ini d Bisebabkan karena persyaratan yang mudah 

dan sesuai dengan pelayanan yang diterima. Persyaratan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, persyaratan yang diperlukan haruslah diminimalisir dan benar-

benar diperlukan (Suherry et al., 2020).  

Sarana dan Prasarana 

Unsur ini memperoleh nilai 88,33. Untuk mendukung kegiatan operasional dan 

memberikan layanan yang optimal kepada pelanggan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang 

baik pula. Sarana dan prasarana yang memadai dengan kondisi layak pakai dan terpelihara dengan 

baik, akan membantu kelancaran operasional dalam suatu perusahaan (Ramadhani, 2023). 

Adapun beberapa unsur pelayanan di syahbandar PPS Kutaraja dengan kategori Baik yaitu: 

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Unsur ini memperoleh nilai 80,00. Kualitas pelayanan yang baik sangatlah penting dalam 

mempertahankan kepuasan masyarakat karena bentuk pelayanan yang berkualitas dapat menarik 

perhatian dari masyarakat. Pelayanan yang dikelola dengan baik akan dapat memenuhi harapan 

masyarakat (Riyadin, 2019). 

Perilaku Pelaksana 

Unsur ini memperoleh nilai 78,33. Perilaku petugas pelayanan menjadi salah satu unsur 

penting yang sangat berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitas pelayanan yang diberikan. 

Ketika petugas menunjukkan perilaku yang baik, seperti sopan, responsif dan profesional, maka 

akan meningkatkan pengalaman positif bagi pengguna pelayanan dan memperkuat citra dan 

reputasi dari instansi pelayanan (Daming, 2024).  
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Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Unsur ini memperoleh nilai 76,67. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai 

dengan perundang-undangan, maka diperlukan peningkatan mutu petugas penyelenggara dalam 

melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya melalui upaya pelayanan pengaduan 

(Jafar et al., 2022). 

Berdasarkan hasil SKM menggunakan kuisioner dan wawancara, unsur pelayanan dengan 

kategori sangat baik merupakan faktor pendukung, sedangkan unsur pelayanan dengan kategori 

baik adalah faktor penghambat yang masih tergolong wajar. Survei ini merupakan sebuah acuan 

yang digunakan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai atau belum. 

Untuk itu, perlu dilakukan sosialisai antara petugas syahbandar dan juga nelayan/agen kapal 

untuk meningktkan beberapa unsur pelayanan yang menjadi faktor penghambat dalam 

penerbitan SPB kedepannya. 

KESIMPULAN 

Hasil survei tingkat kepuasan nelayan terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan 

Berlayar (SPB) di PPS Kutaraja, memperoleh nilai sebesar 88.70 yang masuk dalam kategori 

kinerja pelayanan “Sangat Baik”. Ada beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan lagi 

yaitu: penaganan pengaduan, saran dan masukan; produk spesifikasi jenis pelayanan; dan perilaku 

pelaksana yang merupakan faktor penghambat. 
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